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ABSTRAK 

Salah satu tantangan besar dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah masalah pengelolaan 

sampah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan 

oleh pemerintah Kota Yogyakarta, salah satunya program biopori, yang bertujuan untuk mengurangi 

volume sampah organik dan meningkatkan daya resap air tanah melalui lubang biopori. Tujuan dari 

program ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif program ini dalam mengurangi masalah 

sampah dan dampak lingkungannya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi kualitatif 

yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, 

observasi lapangan, dan wawancara dengan forum bank sampah, dinas lingkungan hidup, dan 

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Biopori telah membantu mengurangi 

sampah organik, tetapi masih ada masalah dengan partisipasi masyarakat dan kurangnya sosialisasi. 

Kata kunci : Biopori,Kebijakan pemerintah, Lingkungan, Pengelolaan sampah, Yogyakarta 

 

ABSTRACT 

One of the major challenges in efforts to maintain environmental sustainability is the problem of waste 

management in the city of Yogyakarta. This study examines the waste management policies 

implemented by the Yogyakarta City government, one of which is the biopore program, which aims to 

reduce the volume of organic waste and increase groundwater absorption through biopore holes. The 

purpose of this program is to evaluate how effective this program is in reducing waste problems and 

their environmental impacts. This study was conducted using a qualitative methodology combined 

with a descriptive approach. Data were collected through documentation, field observations, and 

interviews with waste bank forums, environmental services, and the community. The results of the 

study indicate that the Biopore Program has helped reduce organic waste, but there are still problems 

with community participation and lack of socialization. 
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Pendahuluan  
Saat ini pengelolaan sampah masih menjadi salah satu tantangan lingkungan yang 

signifikan di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Kota Yogyakarta. Jumlah sampah 

berdasarkan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, total produksi sampah 

tahunan dapat mencapai sekitar 90.000 - 110.000 ton per tahun. Seiring dengan pertumbuhan 

populasi dan aktivitas ekonomi telah memicu pemerintah daerah untuk mencari solusi yang 

efektif dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan sampah, khususnya sampi organik. 

Salah satu kebijakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah penerapan 

Program Biopori yang bertujuan untuk mengelola   sampah organik sekaligus meningkatkan 

resapan air tanah. 

Pada tahun 2022, kebijakan ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Walikota 

Yogyakarta No. 32 Tahun 2022 tentang Masterplan Pengelolaan persampah kota Yogyakarta 

tahun 2022-2031, yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, 

termasuk melalui teknologi biopori. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi 

aktif masyarakat dalam menangani sampah organik di lingkungannya secara mandiri. Dalam 

konteks teori implementasi kebijakan yang diusung oleh Merilee Grindle (1980), implementasi 

kebijakan tidak hanya tergantung pada konten kebijakan itu sendiri, tetapi juga sangat 

dipengaruhi oleh konteks implementasi di lapangan, termasuk dukungan dari berbagai aktor 

dan kondisi sosial yang ada.  

Grindle (1980) menekankan dua  elemen kunci yang harus dianalisis dalam 

implementasi kebijakan, yaitu content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation 

(konteks pelaksanaan kebijakan). Kedua aspek ini sangat penting dalam menjalankan 

efektivitas kebijakan pengelolaan sampah melalui program biopori di Kota Yogyakarta. 

Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan publik bergantung pada bagaimana 

isi kebijakan tersebut dirancang dan bagaimana kebijakan itu diimplementasikan dalam 

situasi dan kondisi yang spesifik. Elemen content of policy mencakup sasaran, tujuan, dan 

instrumen yang digunakan dalam kebijakan, sedangkan context of implementation melibatkan 

faktor-faktor seperti dukungan dari pihak-pihak terkait, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, 

dan sumber daya yang tersedia. 

Dalam program biopori di Yogyakarta, isi kebijakan yang diatur oleh Perwali No. 32 

Tahun 2022 mencakup partisipasi aktif masyarakat, pemanfaatan teknologi sederhana, dan 

pengelolaan sampah yang berfokus pada pengurangan sampah organik di sumbernya. 

Sementara itu, konteks implementasinya meliputi dukungan dari pemerintah lokal, kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan, serta ketersediaan sarana dan 

prasarana yang mendukung implementasi program biopori. 

Program biopori hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan sampah 

organik di Yogyakarta. Sampah organik menyumbang sebagian besar dari total volume 

sampah di kota ini, sehingga diperlukan pendekatan pengelolaan yang tidak hanya efektif 

tetapi juga ramah lingkungan. Teknologi biopori dianggap cocok diterapkan di daerah 

perkotaan seperti Yogyakarta karena tidak memerlukan lahan yang luas dan dapat dilakukan 

di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Program biopori di Yogyakarta, sebagaimana 

diatur dalam Perwali No. 32 Tahun 2022, memiliki beberapa tujuan utama yang berfokus pada 

pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Salah satu tujuannya adalah mengurangi volume 

sampah organik yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan pemanfaatan 

biopori, sampah organik dapat diolah secara alami di lingkungan sekitar sehingga dapat 
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mengurangi beban TPA yang kian meningkat. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan daya resapan air tanah, terutama di daerah perkotaan yang sering menghadapi 

permasalahan genangan dan banjir akibat berkurangnya lahan resapan. 

Program biopori mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah 

serta meningkatkan kesadaran lingkungan. Melalui keterlibatan masyarakat, program ini 

diharapkan mampu membentuk pola pikir dan kebiasaan yang lebih peduli terhadap 

lingkungan, seperti pemilahan sampah dan pemanfaatan teknologi sederhana. Teknologi 

biopori sendiri dikenal sebagai metode yang murah dan mudah diterapkan, sehingga 

mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Dengan demikian, program biopori tidak 

hanya menyelesaikan permasalahan sampah dan air, tetapi juga membangun kesadaran 

kolektif menuju lingkungan yang lebih sehat dan lestari. Meskipun secara teoritis program 

biopori memiliki potensi yang besar untuk mengurangi masalah sampah organik dan dampak 

negatif lingkungan di Yogyakarta, keberhasilannya sangat bergantungpada konteks 

implementasi.  

 Berdasarkan teori Grindle, M. S. (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu content of policy (isi kebijakan) dan context 

of implementation (konteks implementasi). Dalam konteks kebijakan biopori di Yogyakarta, 

faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat, sosialisasi pemerintah, ketersediaan fasilitas, dan 

koordinasi antar pihak termasuk dalam konteks implementasi yang disebut Grindle. 

  Implementasi kebijakan program biopori di Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sosial, dukungan pemerintah, serta 

koordinasi antar pemangku kepentingan. Salah satu faktor utama adalah kesadaran dan 

pengetahuan masyarakat tentang manfaat teknologi biopori. Tingkat pemahaman masyarakat 

akan pentingnya biopori dalam mengurangi sampah organik, meningkatkan resapan air, dan 

menjaga keseimbangan lingkungan sangat menentukan keberhasilan program ini. Semakin 

tinggi pengetahuan dan kesadaran masyarakat, semakin besar pula partisipasi aktif yang 

dapat mendorong tercapainya tujuan kebijakan. 

 Selain itu, sosialisasi dan dukungan pemerintah juga memainkan peran penting dalam 

implementasi kebijakan. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif dan sistematis 

agar informasi mengenai program biopori dapat tersampaikan secara merata di seluruh 

lapisan masyarakat. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, pengawasan, serta insentif 

akan memberikan dorongan tambahan agar masyarakat lebih tertarik untuk terlibat dalam 

program ini. Faktor lainnya adalah ketersediaan alat dan fasilitas untuk pembuatan lubang 

biopori. Implementasi kebijakan akan lebih efektif jika pemerintah memastikan distribusi alat-

alat pendukung dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Ketersediaan fasilitas yang 

memadai akan meminimalkan hambatan teknis yang mungkin dihadapi oleh masyarakat 

dalam menerapkan teknologi biopori. Terakhir, koordinasi antara pemerintah, masyarakat, 

OPD, Kelurahan, dan Kemantren menjadi kunci dalam mendukung pelaksanaan program ini. 

Kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan akan memastikan pelaksanaan kebijakan 

berjalan efektif, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Dengan adanya 

koordinasi yang kuat, program biopori dapat berjalan lebih terstruktur dan mencapai hasil 

yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 Berdasarkan wawancara dengan Nada Mutiara Putri selaku ketua tim kerja PSDLH 

disampaikan bahwa dalam menangani keterbatasan sumber daya, pemerintah bekerja sama 

dengan Forum Bank Sampah (FBS) mendorong masyarakat untuk melakukan pengolahan 
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sampah organik dengan metode yang paling mudah dan murah ( wawancara 24 oktober 2024 

). Selain itu kurangnya partisipasi Masyarakat dan fasilitas pendukung juga dapat 

menghambat keberhasilan program ini. hal ini menegaskan pentingnya analisis yang 

mendalam terhadap konten kebijakan serta konteks implementasi sesuai dengan pendekatan 

grindle. 

Penelitian ini memiliki relevansi dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas 

pengelolaan sampah dan penerapan teknologi biopori, meskipun terdapat perbedaan fokus 

dan pendekatan. Handayani dan Setiawan (2020) menganalisis pengelolaan sampah berbasis 

komunitas di Kota Bandung. Permana et al. (2018) meneliti efektivitas teknologi biopori dalam 

pengelolaan sampah organik di wilayah perkotaan, Indrawan dan Suryani (2019) juga 

meneliti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Yogyakarta. Penelitian lain oleh 

Sari et al. (2019) menganalisis dampak penggunaan biopori terhadap kualitas tanah dan daya 

serap air di Kota Surabaya, serta Sudirman, & Phradiansah (2019) yang membahas 

implementasi pengelolaan sampah berkelanjutan. Dari penelitian yang telah ada masih sedikit 

ditemukan studi yang membahas mengenai implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, 

serta kendala yang dihadapi dalam penerapan program biopori di Kota Yogyakarta. Dengan 

demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggabungkan aspek 

kebijakan, teknis, dan sosial dalam pengelolaan sampah melalui teknologi biopori. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk 

menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui metode biopori di Kota 

Yogyakarta dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan 

program tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana program 

biopori telah dijalankan oleh pemerintah serta bagaimana peran masyarakat dalam 

mendukung keberhasilannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap 

hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi program, baik dari segi teknis, seperti 

ketersediaan alat dan fasilitas, maupun dari aspek koordinasi antara pemerintah, masyarakat, 

dan pemangku kepentingan lainnya. 

 Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih 

mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan metode 

biopori di lingkungan perkotaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki strategi pelaksanaan program biopori agar 

lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi 

kebijakan yang konkret, termasuk solusi atas kendala yang dihadapi, sehingga dapat 

mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan menciptakan lingkungan perkotaan yang 

lebih bersih, sehat, dan lestari. 

 

Metode  
 Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 

desain studi kasus. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta dengan melibatkan wawancara 

mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Data 

dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang 

muncul dari hasil wawancara dan observasi. Peneliti juga melakukan triangulasi data untuk 

meningkatkan kevalidan temuan. 

 Melalui metodologi yang terintegrasi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan 
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sampah melalui metode biopori dan memperkuat pemahaman tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program tersebut.  Yaitu untuk memahami 

bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi, serta untuk mengidentifikasi pola, tema, dan 

hubungan di antara berbagai elemen yang diamati. Data penelitian ini merupakan fakta yang 

ada di lapangan. Penelitian ini bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. 

Pengumpulan data ini menggunakan cara observasi di lapangan baik melalui wawancara 

dengan ketua tim kerja PSDLH dan anggota tim lapangan ataupun dokumen yang ada serta 

analisis data yang berhubungan. Teknisnya yaitu dengan penggabungan data dari berbagi 

sumber yang telah ada. Data tersebut merupakan data primer yaitu dengan wawancara dan 

data sekunder yang diambil dari dokumen kebijakan seperti peraturan daerah atau perwali, 

laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, serta kajian ilmiah terkait 

dengan pengelolaan sampah dan biopori. 

 Penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai model validasi untuk 

meningkatkan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian. Triangulasi data dilakukan dengan 

menggabungkan beberapa sumber dan metode pengumpulan data, yaitu wawancara 

mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Data primer yang diperoleh melalui 

wawancara dengan ketua tim kerja PSDLH dan anggota tim lapangan dibandingkan dengan 

data sekunder yang diambil dari dokumen kebijakan, seperti peraturan daerah, laporan 

tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dan kajian ilmiah terkait. Proses 

triangulasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsistensi informasi dan mengurangi bias 

interpretasi dari satu sumber data saja. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan 

hasil yang lebih valid dan mewakili realitas yang ada di lapangan. 

  

Hasil dan Pembahasan 

1. Implementasi Kebijakan Program Biopori 

a. Isi Kebijakan  
Dalam peraturan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di 

Indonesia. Yang berfokus pada pentingnya penerapan prinsip pengelolaan sampah yang 

terintegrasi, termasuk konsep reduce, reuse, recycle (3R). Menurut Rahayu (2019), implementasi 

kebijakan ini masih menghadapi tantangan di berbagai kota, terutama dalam hal partisipasi 

masyarakat dan dukungan infrastruktur. Diperkuat dengan terbitnya Peraturan Walikota 

Yogyakarta No. 32 Tahun 2022 tentang Masterplan Pengelolaan persampahan kota 

Yogyakarta tahun 2022-2031, yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sampah, termasuk melalui teknologi biopori. Program biopori di Kota 

Yogyakarta telah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam mengurangi sampah organik 

dan meningkatkan resapan air, tetapi efektivitasnya masih bisa ditingkatkan. Keterbatasan 

dalam hal partisipasi masyarakat, dukungan infrastruktur, dan koordinasi kelembagaan 

menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dengan peningkatan sosialisasi, insentif, monitoring, 

serta dukungan teknis yang lebih baik, program biopori memiliki potensi untuk memberikan 

dampak lingkungan yang lebih signifikan dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut juga sesuai 

dengan kondisi lingkungan di kota Yogyakarta yang disampaikan oleh ketua tim kerja PSDLH 

yaitu : 
”Kebijakan pengelolaan sampah organik dengan biopori cukup relevan dengan situasi dan kondisi 

di Kota Yogyakarta karena jumlah sampah organik yang cukup banyak, dan terbatasnya lahan 

pekarangan yang dimiliki warga” 
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Program Biopori di Yogyakarta secara keseluruhan cukup efektif dalam mengelola 

sampah organik dan meningkatkan penyerapan air tanah. Dengan lebih dari 1.200 lubang 

biopori terpasang, kontribusi program terhadap pengelolaan sampah organik dapat dirasakan 

langsung oleh masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk. Pengurangan genangan air 

juga menunjukkan bahwa teknologi biopori dapat membantu mengatasi masalah drainase di 

lingkungan perkotaan. Namun, implementasi ini sangat bergantung pada partisipasi aktif 

masyarakat dan keberlanjutan pemeliharaan lubang biopori. Banyak lubang yang dibiarkan 

tanpa perawatan, yang mengakibatkan manfaat biopori tidak optimal.  

Program ini telah menghasilkan lebih dari 1.200 lubang biopori di berbagai wilayah Kota 

Yogyakarta. Karena di setiap bank sampah atau RW pemerintah memberikan 40 titik lubang 

biopori. Kebanyakan lubang ini ditempatkan di ruang-ruang publik, sekolah, dan 

permukiman padat. Target pemerintah tahun ini terdapat 23.750 titik lubang biopori yang 

berada di kawasan kota Yogyakarta. Dari data Dinas Lingkungan Hidup, sekitar 20-35% 

sampah organik di beberapa wilayah telah berhasil dikelola melalui lubang biopori. Ini 

menunjukkan adanya pengurangan signifikan terhadap beban tempat pembuangan akhir 

(TPA). Volume Sampah Organik yang Terkelola dari data Dinas Lingkungan Hidup, sekitar 

20-35% sampah organik di beberapa wilayah telah berhasil dikelola melalui lubang biopori. 

Ini menunjukkan adanya pengurangan signifikan terhadap beban tempat pembuangan akhir 

(TPA). 

 Abdulloh et al. (2024) dan Widagdo & Sari (2024), bahwa penerapan biopori telah 

memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan sampah organik dan peningkatan 

resapan air di Kota Yogyakarta. Hasil tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota 

Yogyakarta, yang mengarah pada pengurangan sampah organik melalui teknik biopori dan 

mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan. Seperti yang tercatat dalam laporan 

Pemerintah Kota Yogyakarta, lebih dari 1.200 lubang biopori telah terpasang, dengan 

kontribusi besar terhadap pengelolaan sampah organik dan mengurangi genangan air di 

kawasan padat penduduk (Sari & Widagdo, 2024). Konsep kebijakan ini mengacu pada 

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 32 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya kolaborasi 

antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah, serta peningkatan kesadaran 

lingkungan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan (Rahayu, 2019). 

Adapun tujuan kebijakan program ini yaotu Mengurangi volume sampah organik yang 

dibuang ke TPA melalui metode pengelolaan langsung di lingkungan, seperti biopori. 

Memperkenalkan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat secara langsung, 

sehingga masyarakat bisa berkontribusi dalam pengolahan sampah di tingkat rumah tangga 

atau komunitas. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan memperbaiki penyerapan air 

tanah dan mengurangi risiko banjir. 
“tujuan utama dari kebijakan pemkot yogyakarta terhadap pengelolaan sampah melalui metode 

biopori adalah untuk pengoptimalan pengelolaan sampah organik dari sumbernya “ 

Terkait sasaran kebijakan, dalam mewujudkan pengimplementasian program tersebut 

melibatkan warga dalam praktik biopori melalui sosialisasi, edukasi, dan pelatihan terkait 

cara membuat dan memelihara lubang biopori di area rumah atau lingkungan. Membuat 

kolaborasi dengan pemerintah, OPD dan forum bank sampah kota Yogyakarta (FBS) untuk 

mendukung dalam penyediaan alat,sumber daya dan promosi teknologi biopori. Dengan 

kolaborasi tersebut pemerintah sangat mendukung program biopori tambahan dari anggota 

tim lapangan : 
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“Pemprov DIY dan Pemkot Yogyakarta sangat mendukung penyediaan infrastruktur dan sumber 

daya dalam pelatihan pengolahan sampah organik dengan biopori, yaitu dalam menyediakan 

anggaran untuk pelaksanaan pelatihan dan penyediaan alat peraga biopori. ” 

Pada aspek mekanisme dan strategi implementasi. Pemerintah mendorong penerapan 

lubang biopori untuk mengelola sampah organik secara alami di tingkat rumah tangga dan 

lingkungan sekitar tempat tinggal. Untuk mendukung program biopori ini pemerintah 

membuat pengadaan alat-alat penunjang keberlangsungan program tersebut serta pengadaan 

sumber daya untuk mendukung praktik biopori secara meluas. Pemerintah juga memberikan 

fasilitas kepada masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan secara tatap muka yang 

bekerjasama dengan kelurahan, kemantren, fasilitator kelurahan, koordinator kemantren dan 

forum bank sampah kota Yogyakarta yang dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Yogyakarta. Tingkat pemahaman masyarakat cukup baik, khususnya para nasabah bank 

sampah yang mengikuti pelatihan pemasangan dan pemanfaatan biopori. Masyarakat yang 

terlibat dalam program umumnya mendapatkan informasi melalui kampanye pemerintah 

dan komunitas setempat seperti forum bank sampah kota Yogyakarta (FBS). Namun ternyata 

ditemukan bahwa sosialisasi masih terbatas dan tidak merata, sehingga banyak warga yang 

belum memahami penuh manfaat jangka panjang dari program biopori ini. 
“ Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan biopori dilakukan bersama-sama antara Pemkot 

Yogyakarta (OPD terkait, Kemantren, Kelurahan), Forum Bank Sampah, Koordinator Kemantren 

dan Fasilitator Kelurahan.” (tim kerja PSDLH, 2024) 

Adapun pada aspek monitoring Pemerintah Derah Yogyakarta melakukan monitoring 

dan evaluasi rutin terhadap keberhasilan implementasi teknologi biopori dan partisipasi 

masyarakat, serta melakukan penyesuaian jika terdapat hambatan dalam penerapannya. 

Menilai dampak program terhadap pengurangan sampah organik di TPA, peningkatan 

penyerapan air tanah, serta pengurangan risiko banjir di wilayah perkotaan. 

 

b. Konteks Pelaksanaan Kebijakan 

1. Aktor yang Terlibat dalam Implementasi 

Pemerintah Kota Yogyakarta berperan sebagai penggerak utama dalam penerapan 

kebijakan ini melalui perencanaan, penyediaan regulasi, dan dukungan infrastruktur, seperti 

alat pembuat biopori dan sumber daya pelatihan. Pemerintah juga bertanggung jawab 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membangun kolaborasi dengan berbagai 

pemangku kepentingan. Sebagai pelaksana utama di lapangan, masyarakat bertanggung 

jawab untuk membuat dan merawat lubang biopori di sekitar tempat tinggal mereka. 

Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini. 

Melalui kolaborasi dengan komunitas lingkungan dan sektor swasta, pemerintah berharap 

dapat memperoleh dukungan dalam hal pembiayaan, sumber daya manusia, dan kampanye 

publik. Sektor ini juga diharapkan dapat memberikan bantuan melalui penyediaan alat serta 

edukasi bagi masyarakat. 

2. Sumber Daya yang Mendukung Implementasi 

Implementasi ini membutuhkan SDM yang kompeten, termasuk penyuluh lapangan 

dan tenaga pelatih yang dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya biopori dan 

cara pembuatannya. SDM ini juga perlu memiliki keahlian dalam membangun dan 

memelihara hubungan dengan komunitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Penyediaan alat pembuatan lubang biopori, seperti bor tanah, serta fasilitas penunjang 
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lainnya, menjadi hal yang esensial. Kendala infrastruktur sering kali menjadi hambatan utama 

dalam implementasi kebijakan ini, sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat 

memiliki akses yang memadai terhadap alat dan sarana tersebut. Program ini membutuhkan 

anggaran yang memadai untuk operasional, pelatihan, dan sosialisasi. Sumber dana berasal 

dari APBD Kota Yogyakarta dan dana istimewa kota Yogyakarta serta dukungan dari sektor 

swasta atau donatur lokal yang mendukung keberlanjutan program ini. 

Studi Widagdo & Sari (2024), menyoroti pentingnya kolaborasi dengan komunitas, 

sektor swasta, dan lembaga terkait dalam mendorong penerapan program biopori. Di 

Yogyakarta, adanya Forum Bank Sampah (FBS) berperan besar dalam mendukung sosialisasi 

dan pelatihan pembuatan biopori, namun distribusi informasi yang tidak merata masih 

menjadi masalah. Hal ini diperkuat oleh temuan (Rahayu 2019) yang menyatakan bahwa 

meskipun sosialisasi telah dilakukan, banyak warga yang tidak memahami sepenuhnya 

manfaat jangka panjang dari biopori. Dengan demikian, program ini sangat bergantung pada 

pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dalam hal edukasi dan pelibatan 

masyarakat. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya yang diusulkan oleh (Abdulloh et al. 

2024) mengenai pentingnya peningkatan infrastruktur dan sumber daya untuk mendukung 

keberlanjutan program biopori. Pemberian insentif bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi, 

serta distribusi alat yang lebih merata, adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk 

meningkatkan efektivitas implementasi program ini. 

3. Strategi Implementasi 
Pemerintah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi yang melibatkan penyuluh 

lingkungan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat biopori dalam pengelolaan 

sampah organik dan penyerapan air tanah. Pelatihan ini biasanya melibatkan pertemuan 

kelompok atau kerja sama dengan LSM setempat. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan 

Komunitas: Pemerintah Kota Yogyakarta membangun kolaborasi dengan sektor swasta untuk 

menyediakan alat atau membantu dalam pelatihan, sehingga masyarakat yang ingin 

berpartisipasi dalam program ini dapat melakukannya tanpa kendala. Untuk mendorong 

partisipasi, pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif bagi warga atau komunitas 

yang aktif dalam pembuatan biopori, seperti penghargaan atau dukungan bagi komunitas 

yang mampu menurunkan volume sampah organik yang dihasilkan. 

4. Dampak Positif Lingkungan 
Dari segi lingkungan, program biopori telah memberikan dampak yang sangat positif, 

terutama dalam hal pengelolaan sampah organik dan konservasi air. Pengurangan volume 

sampah organik yang masuk ke TPA menunjukkan bahwa program ini efektif dalam 

mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi beban pengolahan sampah di TPA. Selain 

itu, peningkatan kualitas tanah dan penyerapan air memberikan manfaat jangka panjang bagi 

lingkungan perkotaan yang padat seperti Yogyakarta. 

Lubang biopori berfungsi ganda sebagai alat pengelolaan sampah organik dan sistem 

resapan air. Penyerapan air tanah menjadi salah satu dampak yang paling terasa dalam 

lingkungan perkotaan, terutama di Yogyakarta yang sering mengalami genangan dan banjir 

musiman. Biopori membantu air hujan terserap lebih cepat ke dalam tanah, mencegah 

terjadinya genangan air yang dapat mengarah pada banjir, terutama di daerah padat 

penduduk dengan minim area hijau. 

Selain itu, peningkatan kapasitas tanah untuk menyerap air melalui biopori juga penting 

untuk mengisi kembali cadangan air tanah, yang sangat berharga di tengah meningkatnya 
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tekanan terhadap sumber daya air di perkotaan. Program ini efektif untuk mengatasi masalah 

drainase perkotaan yang sering kali buruk akibat banyaknya permukaan kedap air (aspal, 

beton, dll.) yang menghalangi peresapan air hujan. Putri et al. (2020) juga mencatat bahwa 

biopori memiliki potensi yang besar dalam mendukung keberlanjutan perkotaan, baik dari 

sisi pengelolaan sampah maupun pelestarian lingkungan. Dengan pengelolaan yang tepat, 

biopori dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah sampah dan drainase di 

perkotaan. 

Mendorong Praktik Pertanian Perkotaan (Urban Farming)Dengan hasil kompos yang 

dihasilkan dari lubang biopori, masyarakat dapat menggunakan kompos tersebut untuk 

memelihara tanaman di lahan-lahan kecil di perkotaan, mendukung praktik pertanian 

perkotaan (urban farming). Hal ini tidak hanya membantu ketahanan pangan lokal tetapi juga 

memperbaiki kualitas udara dan estetika lingkungan perkotaan. Urban farming yang 

didukung oleh biopori menciptakan siklus berkelanjutan di mana sampah organik diolah 

menjadi kompos, dan kompos digunakan untuk menanam tanaman yang memberikan 

manfaat langsung bagi masyarakat. 

Pengembangan Ekosistem Mikro di Dalam Tanah Lubang biopori tidak hanya 

membantu dalam pengelolaan sampah dan air, tetapi juga berperan penting dalam 

mengembangkan ekosistem mikro di dalam tanah. Organisme-organisme pengurai, seperti 

cacing tanah dan bakteri, berperan dalam memecah sampah organik menjadi kompos, yang 

kemudian memperkaya tanah dengan   nutrisi. Ekosistem mikro ini sangat penting untuk 

menjaga keseimbangan ekologi tanah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap 

keberlanjutan pertanian perkotaan dan penghijauan lingkungan. Tanah yang sehat dengan 

organisme pengurai yang aktif akan lebih mampu mendukung pertumbuhan tanaman dan 

menjaga kelembaban tanah. 

2. Hambatan dalam Implementasi 
Tingkat partisipasi warga sekitar 65% warga di kawasan yang menjadi fokus penelitian 

menyatakan mengetahui program biopori, namun hanya 30% yang aktif membuat dan 

merawat lubang biopori di sekitar rumah mereka.  Respon masyarakat cukup baik dan 

bersedia memanfaatkan biopori yang diperoleh. Pelaksanaan pelatihan melibatkan Forum 

Bank Sampah tingkat Kota, Kemantren dan Kelurahan, Koordinator Kemantren dan 

Fasilitator Kelurahan. Namun repon masyarakat sebenarnya cukup baik imbuhan dari salah 

satu anggota FBS  
“ Respon masyarakat cukup baik dan bersedia memanfaatkan biopori yang diperoleh. Walaupun 

masih ada beberapa warga yang menolak karena belum paham dengan tujuan program tersebut. 

Pelaksanaan pelatihan melibatkan Forum Bank Sampah tingkat Kota, Kemantren dan Kelurahan, 

Koordinator Kemantren dan Fasilitator Kelurahan “.(Hasil wawancara, 2024) 

 Sosialisasi program tingkat pemahaman masyarakat cukup baik, khususnya para 

nasabah bank sampah yang mengikuti pelatihan pemasangan dan pemanfaatan biopori. 

Masyarakat yang terlibat dalam program umumnya mendapatkan informasi melalui 

kampanye pemerintah dan komunitas setempat seperti forum bank sampah kota Yogyakarta 

(FBS). Namun ternyata ditemukan bahwa sosialisasi masih terbatas dan tidak merata, 

sehingga banyak warga yang belum memahami penuh manfaat jangka panjang dari program 

biopori ini. Salah satu faktor penyebab partisipasi masyarakat yang rendah adalah sosialisasi 

program yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat.  
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Banyak warga yang belum mendapatkan informasi yang jelas tentang cara kerja biopori, 

manfaatnya, serta cara membuat dan memeliharanya. Sosialisasi sering kali hanya dilakukan 

di awal program tanpa adanya tindak lanjut yang berkelanjutan. Beberapa kelompok 

masyarakat, seperti lansia atau mereka yang bekerja dengan jadwal yang padat, mungkin 

tidak mendapatkan akses penuh ke sosialisasi ini, sehingga partisipasi dari segmen ini 

menjadi rendah. Sosialisasi yang tidak merata menyebabkan kesenjangan pengetahuan antara 

warga yang terlibat aktif dan yang tidak. 

Namun, meskipun program ini menunjukkan keberhasilan,( Sari & Widagdo 2024) serta 

(Putri et al. 2020) menggarisbawahi adanya tantangan terkait dengan konsistensi 

pemeliharaan lubang biopori dan kesadaran masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam 

kebijakan, partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas 

program ini. Tanpa pemeliharaan yang rutin dan pengetahuan yang memadai, lubang biopori 

tidak dapat memberikan manfaat secara optimal. Keterbatasan dalam hal sosialisasi dan 

distribusi alat pengebor biopori di tingkat kelurahan menjadi hambatan dalam upaya ini 

(Putri et al., 2020). Temuan ini sejalan dengan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 

program di Yogyakarta, di mana tingkat partisipasi aktif masyarakat hanya mencapai sekitar 

30%, meskipun lebih dari 65% warga mengetahui tentang keberadaan program biopori 

(Rahayu, 2019). Dengan minimnya akses alat pengebor biopori menyebabkan masyarakat 

kesulitan untuk mendapatkan alat yang digunakan dalam pembuatan lubang biopori. Alat-

alat ini biasanya tersedia di kelurahan atau Dinas Lingkungan Hidup, tetapi distribusinya 

terbatas, sehingga hanya sebagian kecil warga yang memiliki akses mudah.  

 Banyak warga yang tidak secara rutin mengisi lubang biopori dengan sampah organik 

seperti dedaunan atau sisa dapur. Akibatnya, lubang biopori hanya berfungsi sementara dan 

akhirnya menjadi tidak efektif. Pemeliharaan yang tidak konsisten ini menyebabkan lubang-

lubang yang ada tidak memberikan manfaat yang optimal. Beberapa lubang biopori 

mengalami masalah pengendapan tanah atau tersumbat karena kurangnya perawatan, 

terutama setelah musim hujan. Ketika lubang biopori tersumbat, fungsi utamanya untuk 

menyerap air menjadi tidak efektif, sehingga memerlukan pembersihan rutin yang sering kali 

diabaikan oleh masyarakat. Selain keterbatasan akses terhadap alat biopori ada juga kendala 

lainnya yaitu pemeliharaan lubang biopori yang kurang teratur menjadi salah satu kendala 

utama dalam mempertahankan efektivitas program ini. Lubang biopori memerlukan 

pemeliharaan rutin, seperti pengisian dengan sampah organik secara berkala. Banyak lubang 

biopori yang dibiarkan tidak diisi setelah dibuat, yang menyebabkan lubang tersebut 

kehilangan fungsi utamanya sebagai sistem resapan dan pengurai organik. Beberapa warga 

melaporkan bahwa lubang biopori yang mereka buat menjadi tidak efektif karena tersumbat 

oleh tanah atau sampah non-organik. Lubang biopori yang tersumbat tidak mampu menyerap 

air dengan baik, sehingga manfaat utamanya dalam pengelolaan air hujan dan pengurangan 

genangan hilang. Kurangnya pengetahuan tentang cara merawat dan membersihkan lubang 

ini menjadi faktor penghambat lain. 

Studi Widagdo & Sari (2024) dan Abdulloh et al. (2024) sejalan dengan analisis hambatan 

dalam implementasi yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti rendahnya 

tingkat pemeliharaan lubang biopori oleh warga, keterbatasan alat pengebor, dan sosialisasi 

yang tidak merata. Salah satu faktor utama yang menjadi penghalang adalah 

ketidakmampuan masyarakat untuk memelihara lubang biopori secara konsisten, terutama 

karena kurangnya informasi dan pemahaman tentang cara merawatnya (Putri et al., 2020). Hal 
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ini menjadi masalah utama karena tanpa pemeliharaan yang teratur, manfaat biopori untuk 

menyerap air dan mengurai sampah organik akan terhambat, seperti yang tercatat dalam data 

Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta. Selain itu, distribusi alat pengebor yang terbatas juga 

menambah kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan, yang mempengaruhi akses masyarakat 

terhadap teknologi ini. 

 

Kesimpulan 
Program biopori sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengelola sampah organik 

dan meningkatkan daya resap air tanah di Kota Yogyakarta telah memberikan sejumlah 

dampak positif, terutama dalam mengurangi volume sampah organik, meningkatkan kualitas 

tanah, serta mengurangi risiko genangan dan banjir. Melalui kebijakan ini, pemerintah 

berusaha mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA) serta 

mempromosikan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ini masih menghadapi 

beberapa kendala. Partisipasi masyarakat yang belum optimal, kurangnya pemahaman dan 

edukasi tentang pentingnya biopori, keterbatasan alat dan dukungan teknis, serta kurangnya 

monitoring dan evaluasi menjadi hambatan utama yang mengurangi efektivitas program. 

Selain itu, kondisi tanah yang kurang sesuai di beberapa wilayah dan pencampuran sampah 

anorganik di dalam lubang biopori juga menjadi tantangan dalam menjalankan program ini. 

Dalam memastikan keberhasilan program biopori, diperlukan peningkatan edukasi dan 

sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan alat yang memadai, serta pemantauan yang lebih 

ketat oleh pemerintah. Dukungan kebijakan yang lebih kuat dan insentif bagi masyarakat juga 

akan membantu meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan program. Secara keseluruhan, 

meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, program biopori di Yogyakarta tetap 

memiliki potensi yang besar untuk mendukung pengelolaan lingkungan perkotaan secara 

berkelanjutan, terutama dalam hal pengelolaan sampah dan mitigasi bencana lingkungan 

seperti banjir. 
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